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Abstrak



Alam pemikiran filosof Yunani kuno pada masa itu, antara negara dan masyarakat ada titik persamaan. Sementara Ibnu Khaldun berpendirian bahwa negara merupakan “bentuk masyarakat”, sedangkan masyarakat adalah “isi negara”. Walau demikian, negara dan masyarakat tak dapat dipisahkan.

Dari sudut pandang Islam, kekuasaan negara tidak akan tegak tanpa kekuatan, persatuan dan kesatuan, tauhidullah dan dakwah.

Dalam pemikiran politik Islam (menurut penulis), hubungan antara agama (Islam) dan negara adalah 1) agama (Islam) dan negara integrated; 2) Agama (Islam) dan negara berhubungan secara simbiotik; dan 3) Paradigma Sekularistik.

Kekuasaan negara dalam Islam maknanya bersumber pada syari’ah Islam, dan penggunaan kekuasaan negara berdasar atas tauhidullah, sedangkan tujuan kekuasaan negara adalah membentuk pribadi muslim paripurna, dan implementasinya berorientasi pada perjuangan dakwah Rasulullah SAW

Kata Kunci : Negara









1 Pendahuluan

Jika memperhatikan teori Ibnu Khaldun tentang negara dan masyarakat, maka akan ditemukan suatu perbedaan dengan pemikiran-pemikiran Yunani tentang hal yang sama. Menurut alam pikiran beberapa filsuf pada masa itu, negara dan masyarakat adalah identik. Sebaliknya pemikiran Ibnu Khladun berpendirian bahwa negara merupakan “bentuk masyarakat”, sedangkan masyarakat adalah “isi negara”. Meskipun demikian, antara negara dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Negara berkaitan erat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan kekuasaan negara terutama jika dilihat dari sudut pandang Islam (dakwah), terdapat proses sirkuler bukan linier. Proses sirkuler dimaksud adalah. Kekuasaan Negara----Kekuatan----Kesatuan dan Persatuan----Tauhidillah, Dakwah----Kekuasaan Negara. Artinya, kekuasaan negara tidak akan tegak tanpa ada kekuatan, kekuatan tidak akan dimiliki tanpa ada persatuan dan kesatuan, kesatuan dan persatuan tidak akan terwujud secara hakiki tanpa agama (tauhidullah), Agama (tauhidullah) tidak akan tertanam dalam hati seseorang tanpa aktivitas dakwah, akitivitas dakwah mudah dilumpuhkan jika tidak dilaksanakan secara institusional, kekuasaan negara yang bersumber pada ajaran Islam menjadi sangat penting secara signifikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat.

Pertanyaannya adalah: Apa makna kekuasaan negara menurut ajaran Islam ? dan Bagaimana penggunaan kekuasaan negara dalam Islam ?   



2 Tipologi Negara

Muhammad Tahir Azhary mengatakan, tidak ada suatu definisi yang disepakati tentang negara. Namun secara umum kiranya dapat dijadikan sekedar pegangan bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu : (1) Rakyat atau sejumlah orang; (2) Wilayah tertentu; (3) Pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat. Sebagai unsur komplementer dapat ditambahkan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.�  Namun demikian tentang bentuk negara dalam Islam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak merinci dan tidak menentukan apakah dalam bentuk Khilafah, Kerajaan dan atau Republik. Hal ini mengisyaratkan bahwa esensinya bukan terletak pada bentuk negara, tetapi pada prinsip-prinsip umum tentang kenegaraan yang telah digariskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.� Karenanya Imam Malik melalui teorinya al-Maslahah wal-Mursalah� mengatakan bahwa manusia diberi kewengan dan kebebasan untuk memilih dan menentukan bentuk pemerintahan apa yang paling baik bagi mereka. Apakah dalam bentuk khilafah, kerajaan dan atau republik dengan syarat tidak bertentangan dengan jiwa syari’ah dan konsekwen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip umum yang telah digariskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Dalam kaitannya dengan kekuasaan,  Ibnu Khaldun (1332-1406)� dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, menemukan dua tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan yaitu: pertama negara dengan ciri kekuasaan alamiah (mulk tabi’i), dan kedua negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi).�

Mulk Tabi’i mengemukakan, bahwa tipologi negara oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (despotisme) dan cenderung kepada “hukum rimba”. Keunggulan dan kekuatan dalam tipe ini menjadi sangat berperan. Dalam hubungan ini, prinsip keadilan diabaikan. Ibnu Khaldun, mengkualifikasikan negara dalam bentuk ini sebagai negara yang tidak berperadaban. Adapun Mulk Siyasi, Ibnu Khladun membagi menjadi tiga macam, yaitu Siyasah Diniyah�, Muhammad Azhari, menyebutnya sebagai “Nomokrasi Islam”; � Siyasah ‘Aqliyah);� dan Siyasah Madaniyah.� Jika dibuat skema secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut : 



Teori Ibnu Khaldun 

tentang Tipologi Nagara dengan Tolok Ukur Kekuasaan



MULK TABI’I

(kekuasaan alamiah)�MULK SIYASI

(kekuasaan politik)��Cirinya: tanpa peradaban

Contonya: despotisme�Cirinya: berperadaban

Siyasah Diniyah (Nomokrasi Islam)

Siyasah ‘Aqliyah (rasio)

Siyasah Madaniyah (republik a la Plato)��

Dari bagan di atas dapat di rumuskan bahwa:

Term yang digunakan oleh Ibnu Khaldun tentang tipologi negara adalah term “Mulk”

Pembagian mulk menurut karakteristiknya yang dimaksud adalah tanpa peradaban dan berperadaban.

Tingkat peradaban manusia adalah suatu kriterium untuk menentukan ke dalam kelompok apa suatu negara dapat digolongkan, apakah Mulk Tabi’i atau Mulk Siyasi.

Ciri ideal dari suatu negara adalah kombinasi antara Syari’ah dan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan manusia dengan tetap merujuk pada Syari’ah. 



3 Paradigma Hubungan antara Agama (Islam) dan Negara

Dalam pemikiran politik Islam terdapat paling tidak tiga paradigma tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara: (1) Agama (Islam) dan negara tidak bisa dipisahkan (integrated); (2) Agama (Islam) dan negara berhubungan secara simbiotik; dan (3) Paradigma sekularistik. 

1)	Pemikiran bahwa Islam dan Negara tidak bisa dipisahkan (integrated)

Dalam pemikiran ini terdapat dua bentuk yaitu: (a) Pemikiran teokratis dalam perspektif Syi’ah; dan (2) Pemikiran teo-demokratis dalam perpektif Maududi.

a. Pemikiran Teokratis dalam perspektif Syi’ah

Pemikiran teokratis memandang bahwa agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (integreted). Wilayah agama juga meliputi politik negara. Karenanya menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasat “kedaulatan Ilahi”, dengan asumsi bahwa kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” Tuhan. Berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi politik harus berdasarkan legitimasi keagamaan dan hal ini hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi. Syi’ah lebih menekankan pada walayah (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan), dan ‘ismah (kesucian dan dosa), yang hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi, sebagai yang berhak dan absah untuk menjadi “kepala Negara” (Imam/Imamah).

Negara dalam perspektif Syiah sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan “kedaulatan Tuhan”(teokratis).� 

b. Pemikiran Teo-demokkrati dalam perspektif Maududi

Di dalam sejarah pemikiran Islam dikenal kelompok “Fundamentalisme Islam”.� Seperti halnya pemikiran Syi’ah, pemikiran “penyatuan” agama dan negara juga menjadi anutan kelompok fundamentalisme Islam. Namun berbeda dengan pemikiran Syiah yang menekankan pada konsep Imamah, wilayah, dan ‘ishmah, kelompok fundamentalisme Islam yang ditokohi oleh Mauddudi, menyatakan bahwa negara Islam yang berdasarkan syari’ah itu, harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu: (1) bahwa ia mengakui kedaulatan Tuhan; (2) menerima otoritas Nabi Muhammad; (3) memiliki status “wakil Tuhan”; dan (4) menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedaulatan yang sesungguhnya berada pada Tuhan, negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan, dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Dalam perpektif demikian, konsepsi Madudi tentang negara Islam lebih memilih istilah “Teo=Demokratis”, dan menolak istilah “Teokrastis” dalam perspektif Syi’ah. Karena dengan konsep demokratis ada peluang bagi rakyat untuk memilik pemimpin negara.


2) Paradigma Simbiotik

Paradigma ini memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. 

Salah seorang tokoh pemikir simbiosa ini adalah Al-Mawardi (w. 1058), ia mengaskan dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthoniyah, bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

Konsepsi Al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain al-Mawardi mencoba mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik.�  

3) Paradigma Sekularistik

Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam. 

Salah seorang pemrakarsa paradigma ini adalah ‘Ali Abd al-Raziq, ia mengemukakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apaupun dengan sistem pemerintahan kehkalifahan, termasuk kekhalifahan al-Khulafa al-Rasyidin bukan sebuah sistem keagamaan atau keislaman, tapi sebuah sistem yang duniawi. Isu sentral diantara pokok pandangan Abd al-Raziq natara lain:

“Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.”�

Dalam bagian lain, Abd al-Raziq mengungkapkan bahwa kekuasaan politik diperlukan oleh ummat Islam , tapi bukan karena tuntutan agama, melainkan tuntutan sosial.

Jika diteliti lebih cermat, ternyata perbedaan paradigma tersebut berada pada tataran metodologis, karena adanya tarik menarik antara tantangan realitas dan idealitas. Antara skriptualistik dan rasionalistik, antara idealistik dan realistik, antara formalistik dan substantivistik.



4 Kekuasaan Negara dalam Islam

Istilah kekuasaan sering dikaburkan dengan konsep “pengaruh” (influence), dan “wewenang” (autority). Di dalam teori manajemen, konsep kuasa dartikan sebagai “power=kekuatan”, yaitu sebagai potensi mempengaruhi (influence potencial). Kuasa menjadi sumber daya yang dapat atau tidak dapat digunakan. Penggunaan      ke-kuasa-an sebagai potensi  didasari oleh basis (sumber) kekuasaan. Di dalam teori kepemimpinan dikenal dengan istilah antara lain “kuasa posisi” (position power), dan “kuasa pribadi” (personal power),�

Jika kita meminjam teori manajemen untuk menetukan apa, dan bagaimana kekuasaan negara dalam Islam, maka terlebih dahulu kita kaji sumber kekuasaan menurut ajaran Islam.

Dalam konteks kenegaraan, Ibnu khladun menggunakan term “Mulk” (Mulk Siyasi—Siyasi Diniyah) untuk menetapkan tipe negara dengan tolok ukur kekuasaan. Penggunaan term ini, Ibnu Khaldun terinspirasi oleh sumber pokok ajaran Islam (al-Qur’an). Ia menyatakan bahwa siyasah diniyah sebagai bagian dari “mulk siyasi” merupakan tipe negara yang paling baik. Karena tipe ini, memiliki karakteristik kecuali Al-Qur’an dan as-Sunnah, akal manusiapun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Siyasah Diniyah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat.Tipe Siyasah Diniyah, dipandang satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen.� Dengan kata lain bahwa Syari’ah, menurut Ibnu Khladun merupakan basis kekuasan negara. Peran agama dalam filsafat politik Ibnu Khaldun ditempatkan sebagai daya pemersatu dan sumber kekuatan politik.�

Kata “Mulk” yang dibangun dari kata Mim-Lam-Kaf dengan berbagai derivasinya, di dalam al-Qur’an terdapat lebih kuran di 208 ayat, dan  tersebar di berbagai surat.� Salah satu ayat yang mengandung kata “Mulk” dan berkaitan dengan “kekuasaan” adalah ayat198, surat 3 (Ali Imran). Ayat itu berbunyi:

“Kepunyaan Allah-lah Kerajaan Langit dan Bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.

Ayat di atas merupakan salah satu doktrin pokok dalam al-Qur’an bahwa Allah adalah “Penguasa” hakiki dan mutlak. Lalu, bagaimana posisi manusia dalam hubungannya dengan “kekuasaan”, padahal Allah Swt., sebagai Penguasa Yang Hakiki dan Mutlak ? Terhadap pertanyaan ini, al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 30 telah memberikan jawaban. Ayat itu melukiskan suatu dialog antara Allah Swt, dengan para malaikat tentang keinginan Allah  untuk menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya� di muka bumi. 

Dua ayat di atas mengisyaratkan, jika manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu “pendelegasian kewenangan” (delegation of authority) dari Allah Swt, karena Allah Swt, adalah Sumber dari segala kekuasaan. Sebagai Pemilik kekuasaan, Allah dapat melimpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, demikian pula Allah dapat merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki.� Dengan kata lain, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah swt, dan kekuasaan manusia itu bersifat nisbi (relatif) dan temporer, yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. 

Dengan demikian, makna kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah “kewajiban dan kewenangan (otoritas)”. Kekuasaan menjadi salah satu prinsip umum nomokrasi Islam dalam dalam al-Qur’an yang diimplementasikan bersama 8 prinsip-prinsip umum lainnya secara integral dan utuh. kewajiban harus didahulukan dari kewenangan yang merupakan hak-hak penguasa.� 

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu penyalahgunaan yang ia pegang. Apapun bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu dalam nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan.

Persoalan berikutnya sesuai dengan kewenangan negara adalah: Bagaimana menggunakan kekuasaan negara menurut ajaran Islam ? 

Apabila kekuasaan negara dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis “Dakwah” yang diimplementasikan oleh Rasulullah saw, kemudian dikembangkan oleh Sholahuddin Sanusi,� maka dapat dilihat dalam uraian berikut: 

Dari sudut pandang dakwah Islam perjuangan Nabi Muhammad saw, terbagi pada dua periode, yaitu: (1) periode Mekkah; dan (2) periode Madinah. Dakwah Nabi pada periode Mekkah menunjukkan posisi Nabi sebagai “pemimpin agama”, sedang dakwah Nabi pada periode Madinah, menunjukkan posisi Nabi sebagai “pemimpin agama dan pemimpin negara - Madinah al-Munawwaroh-”.

Bentuk Dakwah yang dilakukannya: (1) Irsyad (=internalisasi= penanaman nilai-nilai ke-Islaman, dan bimbingan terhadap para penganutnya); (2) Tabligh (=transmisi dan penyebarluasan ajaran Islam); (3) Tadbir (=rekayasa sumberdaya manusia); dan (4) Tathwir (=pengembangan kehidupan muslim) dalam aspek-aspek kultur universal. 

Konteksnya disampaikan melalui: pertama, internalisasi pesan dakwah dalam kehidupan pribadi (=wiqoyah nafsiyah=komunikasi intra personal termsuk di dalamnya komunikasi transendental); kedua, dilanjutkan dengan penyampaian pesan dakwah kepada individu lain secara perorangan (dakwah fardliah=komunikasi antar personal); ketiga berkembang kepada kelompok kecil dan kelompok besar (dakwah fi-ah=komunikasi kelompok); keempat, langkah dakwah fi-ah akhirnya membentuk kelompok terorganisir (dakwah hizbiyah=komunikasi kelompok); kelima, kepada masyarakat jahiliyah secara massal dan terbuka (dakwah massa=komunikasi massa); keenam, dakwah massal membuka perluasan dakwah menjangkau ke berbagai suku dan bangsa (dakwah qobailiyah dan syu’ubiyah=komunikasi Internasional).

Posisi Nabi setelah Hijrah, berperan sebagai agamawan dan negarawan. Beliau dihadapkan pada suatu watak masyarakat Arab yang menonjol,  waktu itu sama sekali tidak terdapat suatu sistem administrasi dan hukum yang tersusun sebagaimana suatu pemerintahan dalam dunia modern. Tiap suku atau kabilah membentuk suatu kesatuan masyarakat yang merdeka sepenuhnya dan terpisah antara satu sama lainnya, kemerdekaan tersebut berlaku juga bagi tiap anggota kabilahnya untuk menolak atau menerimanya suatu ketentuan kepala kabilahnya, karena mereka mengaku kepemimpinan kepala kabilah hanya sebagai eksponen pendapat umum saja. Demikian pula tidak dijumpai suatu peraturan suksesi jabatan kepala kabilah, kecuali karena dia dipandang sebagai anggota yang tertua, terkaya dan berasal dari keluarga yang paling berpengaruh serta pribadinya paling disegani. Apabila suatu kabilah berkembang menjadi besar, maka mereka akan terpisah dalam sub-sub kabilah yang masing-masing memiliki pula kebebasannya, mereka baru bersatu hanya  ketika mereka  menghadapi keadaan luar biasa seperti menghadapi serangan musuh  atau melancarkan suatu serangan total. Nabi Muhammad dapat berdiri memimpin di tengah-tengah masyarakat besar  yang sedang berkembang, dan masyarakat memandang beliau sebagai satu-satunya kepala atau pemimpin. 

Nabi Muhammad melaksanakan kekuasaan terhadap rakyat sama seperti yang dijalankan oleh kepala kabilah-kabilah, hanya  bedanya ialah bahwa dalam masyarakat Islam ikatan agama menggantikan ikatan famili dan darah. Sehingga Islam dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan politik dan sekaligus agama.

Bersamaan dengan cita-cita dakwahnya, Nabi saw, membangun suatu sistem politik yang sama sekali bercorak baru, padahal pada mulanya beliau hanya ingin mengajak saudara-saudara sebagsanya untuk beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sistem pemerintahan lama yang berlaku di kota kelahirannya yang disebut pemerintahan Aristokrasi Kabilah berubah menjadi sistem pemerintahan Theokrasi absolut, di mana beliau sendiri menjadi kepalanya. Bahkan sebelum beliau wafat hampir seluruh Arabia telah berada di bawah pengaruhnya (Arabia yang sebelumnya belum pernah tunduk kepada seorang pemimpin) membentuk suatu ikatan politik dan setia pada perintah seorang pemimpin yang absolut. Dari kabilah-kabilah yang banyak, besar dan kecil menjelma menjadi suatu bangsa dibawah naungan pimpinan Nabi Muhammad saw,. Sistem clan untuk pertama kalinya, walaupun tak dapat seluruhnya dihapuskan masih tetap disubordinasikan ke dalam kesadaran kesatuan agama untuk menciptakan suasana perdamaian yang harmonis.

Langkah Rasul saw, di atas kemudian dikembang menjadi pola pembinaan Jama’ah Islamiyah oleh Shalahuddin Sanusi seperti tergambar dalam bagan berikut:





5 Kesimpulan

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakikat makna kekuasaan negara adalah kewajiban dan kewengan negara yang bersumber pada Syari’ah Islam

2.	Penggunaan kekuasaan negara harus di dasarkan atas:

a.	Sumber kekuasaan negara adalah Tauhudullah

b.	Tujuan kekuasaan negara membentuk pribadi Muslim paripurna untuk menciptakan masyarakat internasional yang diridloi Allah SWT. (rahmatan lil’alamin)

c.	Implementasi kekekuasaan negara berorientasi pada perjuangan dakwah Rasul saw. Sehingga jika dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis “Dakwah”:

1)	Negara merupakan sebuah institusi dakwah

2)	Kekuasaan Negara sebagai potensi untuk menyebarluaskan ajaran Islam

3)	Nabi Muhammad saw, berperan sebagai Da’i pertama dan utama yang dalam operasionalnya dibantu oleh para shahabanya

4)	Masyarakat  merupakan mad’u alaih baik di tingkat nasional maupun internasional ( kafatal linnas )

5)	Wilayahnya meliputi dunia dengan memperhatikan hak-hak azazi manusia.

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin
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�	Muhammad Tahir Azhary, “Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Disertasi, (Jakarta: Bulan  Bintang, 1992), hal. 77.

�	Dalam penelitiannya, Muhammad Tahir Azhary, menukan 9 sembilan) prinsip umum Nomokrasi Islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah yaitu: (1) Prinsip Kekuasaan sebagai amanah; (2) Prinsip Musyawarah; (3) Prinsip Keadilan; (4) Prinsip Persamaan; (5) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia; (6) Prinsip Peradilan Bebas; (7) Prinsip Perdamaian; (8) Prinsip Kesejahteraan; (9) Prinsip Prinsip Ketaatan Rakyat.

� 	Menurut Imam Malik (Malik Bin Anas, w. 759, terkenal sebagai pendiri madzhab Maliki) kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu sumber-sumber syari’ah, dengan tiga syarat, yaitu: (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah (mahdhoh); (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony with) dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber Syari’ah itu sendiri; dan (3) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu merupakan sesuatu upaya yang berkaitan dengan lima tujuan syari’ah: melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

�	Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibnu Khaldun Wali ad-din at Tunisi al-Hadrami al-Sibli al-Maliki, lahir di Tunis 27 Mei 1332 dan wafat 1406). Beliau telah diakui otoritasnya baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak sosiologi. Bahkan sampai sekarang para sarjana Barat mengagumi hasil-hasil pemikirannya. Ia menulis dua Muqaddimah (Pengantar). Di dalam buku ini beliau merumuskan teorinya tentang negara.

� Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Jakarta: Rajawali, 1978), hal.51-52; Fragmen-fragmen tertentu dari Muqaddimah Ibnu Khaldun diterjemahkan oleh Osman Raliby, Ibnu Khladun tentang Masyarakat dan negara, (Jakarta: Bulan Bintang , 1965). 

� Siyasah diniyah, adalah suatu negara yang menjadikan Syari’ah (Hukum Islam) sebagai fondasinya.

�	Muhammad Tahir Azhary, menggunakan istilah “Nomokrasi Islam” dari Malcolm H. Kerr, yaitu suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum dengan berdasar pada al-Qur’an dan as-Sunnah.

�	Siyasah Aqliyah, adalah negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu.

�	Siyasah Madaniyah (Republik ala Plato), merupakan suatu negara yang “diperintah” oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.  

�Teokratis mengandung arti bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan,  dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ulama Syi’ah, Imam Khomeini bahwa dalam negara Islam, wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.

�Menurut salah satu sumber, istilah fundamentalisme tidak dikenal dalam literatur Islam. 

�Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada pandangan simbiosa adalah al-Gazali  (dalam Nasihat al-Mulk), beliau mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, Maka Dia juga mengirim mereka raja-raja dan memberi mereka “kekuatan Ilahi” (farr-I izadi). Keduanya antara Nabi dan raja memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan kehidupan manusia (maslahat-I zandaghani).

�Din Syamsudin mengutip  jawaban Abd al-Raziq pada saat ia diwawancarai oleh wartawan Bourse Egyptienne segera setelah ia dipecat sebagai hakim agama oleh Majlis Ulama Tertinggi

�Paul Hersey dan Keneth H. Blanchard, Management Of Organizational BehaviorL Utilizing Human Resources, (London: Prentice-Hall Internasional, Inc, 1988), hal. 202,

�S. Waqor Ahmed Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, terjemahan Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Salaman, 1983), hal. 233. 

�Charles Issawi, (penterjemah dan peny.), Filsat Islam Tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun dari Tunis, (Jld I, muka 284), (Jakarta: Tintamas, 1976), hal. 180

�Muhammad Fuad ‘Abdul Baqy, al-Mu’jam al-Mufahras Li al-fazhi al-Qur’an, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t). hal. 846-849.

�Khalifah dalam makalah ini diartikan posisi manusia sebagai pengemban amanah Allah. Dalam hal ini Allah telah melimpahkan suatu tugas kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan.

�Q.S. 3 (Ali Imran): 26.

�Hak-hak penguasa adalah hak-hak yang timbul atau lahir dari kewenangannya. Dalam nomokrasi islam kewajiban dan kewenangan penguasa harus ditempatkan secara proporsional, sehingga terjamin suatu implementasi kekuasaan  yang dipegang secara adil dan jujur

�Shalahuddin Sanusi, Integrasi Ummat Islam: Pola Pembinaan Kesatuan Ummat Islam, (Bandung: Iqomatuddin, 1987), 321.
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